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PIMPINAN

Menimbang : a.

Mengingat

b .

DEWAN PERWAXILALY RAKYAT DADRAH
KABUPATDN BA]f{iI(A,

bahrva berdasarkan ketenLuan Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 17 'l'a]]un 2003 tentang Keuangan
Negara, maka terhadap Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Bela|.la Dar:rah Tahuri Anggaran 2019
perlu mendapatkan perscLujuan l)ewan Pcrwakilan
Rakyat Daerah;

bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
hulaf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Undang-Undang Non:or 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Urldang Darurat Nomor 4 Taiun
1956 (Lembaran Negara ltepublik lndonesia Tahun
1956 Nomor 56) dan U[dang-Undang Dan-rrat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaral Negara Republik lndonesia
Tahun 1956 Nomor 5'/) tenl.ang Pembentlrkan Daerah
Tingkat II dan Kotapr.ljl Dalam Lingkr-rngan Daerah
Tingkat I Sumatera Sol.r1.rLn, sebagai Llndang-Undang
(Lembaran Negara l lcpl-rblik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambaharn J,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nonor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi I(epulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Rr'rpublik Indonesla Tahun 2000
Nomor 217, Tambahr,rn Lcmbaran Negeira Republik
Indonesia Nomor 4033j;

Undang-Undang Nor .o r  7  .Tahun 2003 len tang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 l\Iomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang Undang Nomcr' 2 'l'ahun 2008 tentang Partai
Politik {Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimar.in l:elah diubah
dengan Undang-Undang 2 Tahun 20i1 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran N€gara Republik Indonesia
Nomor  5189) :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perelturan Per,tndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah iLEnrbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 214, Talnbaharr
Lembaran Negara llcpr-LbJik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah bebcr.lpa kali cljullah terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015,
Tambahan Lembaran !\egara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomof 18 Tahltn 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pitrpinan dan
Anggota Dewan Perwal.ilan Perwakilan RaLyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 TahLLn 201B tentang
Pedoman PenyusLrnan Terta Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupa.len dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197)i

Peraturan PemerintaLr Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangarl Daerah (Lemltaran Negara
Republik Indonesi:r Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah L{omor 13 Tahltn 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi i)enyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2019 Nomor i i2,' l 'arnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Noruor 6323);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun
2015 tentang Pember'rtuk.rn Produk l-tu1 m Daerah
sebagaimana telah dieibah dengan PeratLran Menteri
Dalan Negeri Nomor i20 l'ahun 2011i (ISerita Negara
Republik Indonesia Taliun 2018 Nomor t57);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun
2019 tentang Anggi.rran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Angg.rran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tr.rftun 2019 Nomor 10 Seri D);

Peraturan Bupati Bangka Nomor 101 'fahun 2019
tentang Penjabaran Anggarrrrn Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Angglaran 2Q20 (E erita Daerah
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran2o l9 Nomor 107);
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Memperhatikan

Men€tapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

; 1, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka tentang
Penyampaian Raperda tentang Pertanggundawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O!9 pada tanggal 15 Juni
2e2ei

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka tentang
Pengesahan Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 13 Juli
2e201

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka.

Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Bupati
Bangka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juli 2Q2Q

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANqKA


